BUPATI SINJAI

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Menimbang

Mengingat

SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJALI,

bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan
fungsi atau penyesuaian terhadap perkembangan
pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas
Kesehatan, maka Peraturan Bupati Nomor 51
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawali Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020  tentang Perubahan Atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);



9. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke
Daiam Jabatan Fungsional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi  Pemerintah  untuk Penyederhanaan
Struktur Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah
(Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai  Tahun 2019 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 125);

12. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Keija Dinas Kesehatan (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KESEHATAN

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Keija Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021
Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,



3. Pemerintah Daerah, adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Sinjai.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur

sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di

instansi  pemerintah  sesuai dengan  ketentuan peraturan

perundang-undangan.

9. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur
sipil negara sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.

11. Kelompok Jabatan Rungsional adalah kelompok jabatan fungsional
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.

12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

13. Fungsi adalah pekeijaan yang merupakan penjabaran dari tugas
pokok.

14. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas
jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang
jabatan.
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2. Diantara huruf f dan huruf g ayat (1) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) huruf
yakni huruf fi, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat:
1. Subbagian Program;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional;

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional;

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional;

fi. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas UPT Pusat Kesehatan
Masyarakat, UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sinjai, dan UPT Rumah Saldt Umum Daerah Kelas D Pratama

g. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara hurufj dan huruf k ayat (3) Pasal 5 disisipkan | (satu) huruf
yakni hurufjl, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasalb

(1) Sekretariat dipimpin oleh  Sekretaris mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan Kkegiatan,
memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan
program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam
lingkungan Dinas.

(2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a.

™o oo

pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Dinas;

Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
berkaitan dengan fungsi organisasi guna mendukung
kineija organisasi.

(3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. menyusun rencana kerja kegiatan Sekretariat sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. menyusun standar opersional prosedur dalam pelaksanaan
kegiatan;

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas;

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

f. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;

g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Dinas;

h. mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;

i. mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;

J. mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian;

jlI. memverifikasi dan memvalidasi kebijakan teknis
operasional pelayanan Kesehatan yang disusun oleh Pusat
Kesehatan Masyarakat dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang berkaitan dengan bidangnya; dan

k. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung
kineija organisasi.



4. Diaritara huruf k dan huruf ] ayat (3] Pasal 9 disisipkan 1 (satu) huruf
yakni hurufkl, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang,
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan
perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga,
gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan dan kesehatan Kkerja serta kesehatan
olahraga.

(2) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan keija dan kesehatan olahraga;

h. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan keija dan kesehatan olahraga;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan keija dan kesehatan olahraga;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan kesehatan olahraga; dan

e. pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
berkaitan dengan fungsi organisasi guna mendukung
kineija organisasi.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
a. menyusun rencana Kkeija kegiatan Bidang Kesehatan
Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b menyusun standar opersional prosedur dalam pelaksanaan
kegiatan ;

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas;

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas dalam lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

f. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;

g. merumuskan Kkebijakan operasional di bidang kesehatan

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan keija dan kesehatan olahraga;

h. menyusun standar operasional prosedur dalam

pelaksanaan kegiatan pada Bidang Kesehatan Masyarakat;

i. melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan keija dan kesehatan olahraga;



J. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;

k. memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan keija dan kesehatan olahraga;

kl. memverifikasi dan memyvalidasi kebijakan teknis
operasional pelayanan Kesehatan yang disusun oleh Pusat
Kesehatan Masyarakat dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang berkaitan dengan bidangnya; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung
Idnerja organisasi

5. Diantara Diantara hurufj dan huruf k ayat (3) Pasal 10 disisipkan 1
(satu) hurufyakni hurufjl, sehingga berbunyi sebagai benkut:

@)

2

Pasal 10

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh
Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan perumusan kebijakan meliputi surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta
upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
lainnya.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa, Narkotika, Psikoterapika dan
Zat Adiktif lainnya;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular dan kesehatan jiwa, Narkotika, Psikoterapika
dan zat Adiktif lainnya;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular dan kesehatan jiwa, Narkotika, Psikoterapika
dan Zat Adiktif lainnya,;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans
dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa, Narkotika, Psikoterapika dan
Zat Adiktif lainnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diherikan oleh atasan
berkaitan dengan fungsi organisasi guna mendukung
kineija organisasi.



(3) Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
meliputi:

a.

menyusun rencana keija kegiatan Bidang Pencegahan dan
Pengendalian  Penyakit sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

menyusun standar opersional prosedur dalam pelaksanaan

kegiatan;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas dalam lingkungan Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;

merumuskan kebijakan operasional di bidang surveilans
dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa, Narkotika, Psikoterapika dan
Zat Adiktif lainnya;

melaksanakan kebijakan operasional di bidang surveilans
dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa, Narkotika, Psikoterapika dan
Zat Adiktif lainnya;

melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular dan kesehatan jiwa, Narkotika, Psikoterapika
dan Zat Adiktif lainnya,;

melaksanakan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan
pengendalian penyakit  menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa,
Narkotika, Psikoterapika dan Zat Adiktif lainnya;

. memverifikasi dan memvalidasi kebijakan teknis

operasional pelayanan Kesehatan yang disusun oleh Pusat
Kesehatan Masyarakat dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang berkaitan dengan bidangnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung
kinerja organisasi.

6. Diantara huruf k dan huruf layat (3) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) huruf
yakni huruf kl, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang,
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan
kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer,
pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan
tradisional.



(2] Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:

a.

penyiapan perumusan Kkebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan
rujukan, serta pelayanan kesehatan tradisional termasuk
peningkatan mutunya;

penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan
rujukan, serta pelayanan kesehatan tradisional termasuk
peningkatan mutunya,;

penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan
rujukan, serta pelayanan kesehatan tradisional termasuk
peningkatan mutunya;

penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional jaminan
kesehatan;

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan, serta
pelayanan kesehatan tradisional termasuk peningkatan
mutunya; dan

melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
berkaitan dengan fungsi organisasi guna mendukung
kineija organisasi.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a.

b.

menyusun rencana kerja kegiatan Bidang Pelayanan
Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
menyusun standar opersional prosedur dalam pelaksanaan
kegiatan;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas dalam lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya,;

merumuskan kebijakan operasional di bidang pelayanan
kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, serta
pelayanan kesehatan tradisional termasuk peningkatan
mutunya;

melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan, serta
pelayanan kesehatan tradisional termasuk peningkatan
mutunya;

melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan
rujukan, serta pelayanan kesehatan tradisional termasuk
peningkatan mutunya;

melaksanakan kebijakan operasional jaminan kesehatan;
melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan
kesehatan rujukan, serta pelayanan kesehatan tradisional
termasuk peningkatan mutunya;
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k 1. memverifikasi dan memvalidasi kebijakan teknis
operasional pelayanan Kesehatan yang disusun oleh Pusat
Kesehatan Masyarakat dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang berkaitan dengan bidangnya; dan

1 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung
kineija organisasi.

7. Diantara hurufj dan huruf k ayat (3) Pasal 11 disisipkan 1 (satu] huruf
yakni hurufjl, sehingga berbunyi sebagai berikut:

@)

2

Pasal 12

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang,
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan
kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya
manusia kesehatan.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud ayat (1] menyelenggarakan fungsi
sebagai beriktut:

a. perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian,
alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
serta sumber daya manusia kesehatan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di  bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
berkaitan dengan fungsi organisasi guna mendukung
kineija organisasi.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. menyusun rencana kerja kegiatan Bidang Sumber Daya
Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. menyusun standar opersional prosedur dalam pelaksanaan
kegiatan;

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas;

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas dalam lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

f. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;
merumuskan kebijakan operasional di bidang kefarmasian,
alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
serta sumber daya manusia kesehatan;
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melaksanakan kebijakan operasional di bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia
kesehatan;

memyverifikasi  dan memvalidasi kebijakan teknis
operasional pelayanan Kesehatan yang disusun oleh Pusat
Kesehatan Masyarakat dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang berkaitan dengan bidangnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung
kinerja organisasi.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Diundangkan di Sinjai

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 23 Juli 2022

BUPATI SINJAL,
ttd
ANDI SETO GADHISTA ASAPA

pada tanggal 23 Juli 2022

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd
AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pangkat : Penata Tk.l/111.d



